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BUPATI CIREB0N
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR       :  141.2/Kep.  514  -DPMD/2023

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA BERDAYA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang :   a.  bahwa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa
Bersama mempunyai peranan  penting untuk memajukan
kesejahteraan    masyarakat,     menciptakan    kesempatan
berusaha dan  lapangan  kelja,  optimalisasi  perekonomian
pemberdayaan   masyarakat,   serta   mampu   memberikan
pendapatan asli desa;

b.  bahwa    dalam    ran9ka    mengoptimalkan    potensi    desa
menjadi    produk    unggulan    desa    dan    mewujudkan
peningkatan   kemandirian   dan   pemberdayaan   ekonomi
masyarakat    produktif   di    Kabupaten    Cirebon,    perlu
ditetaplran Kriteria Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha
Milik Desa Bersama Eerdaya di Kabupaten Cirebon;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan  huruf b,  perlu  menetapkan  Keputusan
Bupati tentang Penetapan Kriteria Badan Usaha Milik Desa/
Badan Usaha hfflflc Desa Bersama Bedaya di Kfabupaten Cifebon.

Mengingat             :    1.  Undang~Undang     Nomor      14     Tahun      1950     tentang
Pembentukan       Daerah-Daerah       Kabupaten       Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia  Tanggal  8  Agustus   1950)   sebagaimana  telah
diubah  dengan  tJndang-Undang  Nomor  4  Tahun   1968
tentang     Pembentukan     Kabupaten     Purwakarta     dan
Kabupaten   Subang   dengan   mengubah   Undang-Undang
Nomor      14      Tahun      1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   FTopinsi
Djawa    Barat    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   1968   Nomor   31,   Tambahan   I.embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2.  Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5.495)   sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,
teralchir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023
tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja
menjadi    Undang-Undang    (Iianharan    Negrra    Republik
indonesia fahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) ;
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3.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali,   terakhir  dengan  Undang=Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang      Nomor      2
Tahun  2022  tentang Cipta Keria menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tchun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2021   tentang
Badan   Usaha   Milik   Desa   (I,embaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2021   Nomor  21,  Tambahan  I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ;

5.  Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Repubfik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang    Pendaftaran,    Pendataan    dan    Pemeringkatan,
Pembinaan  dan  Pengembangan,  dan  Pengadaan  Barang
dan/  atau Jasa Badan Usaha Milik Desa  /  Badan Usaha
Miiik  Desa  Bersama  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 252 Tahun 2021);

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022
tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  /  Badan  Usaha  Milik
Desa   Bersama   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon
Tahun   2022   Nomor   6,   Tambahan   Lembaran   Daerah
Nomor 61) ;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN:

:   Kriteria Badan Usaha Milik Desa  /  Badan Usaha Milik Desa
Bersama   Berdaya   di   Kabupaten   Cirebon   adalah   sebagai
berikut:
1.  Legalitas  Badan  Usaha  Milik  Desa/Badan  Usaha  Milik

Desa    Bersalna    telah    mendaftarkan    Nama    kepada
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan
Transmigrasi  dan/   atau   memiliki  Badan   Hukum  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.  Administrasi  pelaporan  dan  akuntabilitas  Badan  Usaha
Milik   Desa/Badati   Usaha   Milik   Desa   Ber§ama   telah
memiliki catatan pembukuan dan melaksanakan laporan
pertanggung).awaban tahunan.

3.  Mampu    mengoptimalkan    potensi   yang   dimiliki   desa
menjadi produk unggulan desa.

4.  Memiliki keuntungan dan mampu memberikan kontribusi
Pendapatan Ashi Desa (PADes).
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KEDUA
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:   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di  Sumber
padatanggal   30  Mei   2o23

BUPATI  CIREBON,

TEMBUSAN :

1.  Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2.  Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

IMRON
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PEMERINTAH RABUPATEN CIREBON

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : http://dispemdes.ci rebonkab.go.id/Email : dispemdes@ci rebonkab.go.id
SU MBER                                 Kodepos45611

Kepada
Dari

Nomor
Tanggal
Lampiran
Perihal

NOTA      DINAS

: Yth.  Bapak Bupati Cirebon

Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Berdaya di Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat,  bahwa dalam rangka melaksanakan
evaluasi,  pembinaan  dan  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa/  Badan
Usaha    Milik   Desa    Bersama   di    Kabupaten    Cirebon,    dengan    ini    kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.    bahwa   Badan   Usaha  Milik  Desa/  Badan   Usaha  Milik  Desa   Bersama
mempunyai      peranan      penting      untuk     memajukan      kesejahteraan
masyarakat,   menciptakan  kesempatan   berusaha  dan  lapangan   kerja,
optimalisasi   perekonomian   pemberdayaan   masyarakat,   serta   mampu
memberikan pendapatan asli desa;

2.    bahwa   dalam   rangka   mengoptimalkan   potensi   desa   menjadi   produk
unggulan    desa    dan     mewujudkan     peningkatan     kemandirian     dan
pemberdayaan   ekonomi   masyarakat   produktif  di   Kabupaten   Cirebon,
perlu  ditetapkan   Badan   Usaha  Milik   Desa/  Badan   usaha   Milik  Desa
Bersama Berdaya di Kabupaten Cirebon.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dengan  ini  kami  sampaikan  Draft
Keputusan   Bupati   Cirebon   tentang   Penetapan   Kriteria  Badan   Usaha  Milik
Desa/Badan  Usaha Milik Desa Bersama  Berdaya dj  Kabupaten  Cireben,  untuk
kiranya dapat ditandatangani.

Demikian   hal-hal   yang   dapat   kami   sampaikan,   selanjutnya   kami
mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan
Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPAIA DINAS PEMBERDAYMN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NIP.198007031998101001


